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Skripsi yang berjudul “Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
(APBDes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lamongan Periode April - 
September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020 untuk menjawab 
pertanyaan tentang bagaimana alokasi APBDes pada masa pandemi Covid-19 di 
Kabupaten Lamongan dan implementasi alokasi APBDes pada masa pandemi 
Covid-19 di Kabupaten Lamongan perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan objek 6 desa yang ada 
di Kabupaten Lamongan yang terkonfirmasi Covid-19 terbanyak dan tersedikit. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan beberapa pengurus Perangkat 
Desa yang menjadi objek penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh diolah 
dan dianalisis setelah itu diinterprestasikan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik desa yang terkonfirmasi 
Covid-19 terbanyak maupun yang tersedikit, sudah menerapkan peraturan 
Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 
2020 pada pandemi Covid-19 yakni pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat 
Karya Tunai (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun ada dua desa 
yang tidak melakukan salah satu bentuk kegiatan penanganan Covid-19 melalui 
Padat Karya Tunai Desa dikarenakan desa tersebut sudah melakukan kegiatan Padat 
Karya Tunai Desa sebelum ada perubahan APBDes dan dana dialihkan kedalam 
Bantuan Langsung Tunai. 
Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk seluruh Pemerintah Desa 
agar selalu menerapkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang 
berlaku agar dalam penerapan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 
bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
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1.1 Latar Belakang 
Kabupaten Lamongan adalah sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa 
Timur yang terdiri dari 27 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 462 Desa1. 
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan 
dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia2. 
Dalam undang-undang tersebut, negara menjamin tanggung jawab untuk 
melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang memiliki 
landasan kuat guna mewujudkan roda pemerintahan serta pembangunan desa 
dan masyarakat yang sejahtera. Kemudian desa di harapkan mampu membentuk 
desa yang mandiri dimana3 : 
a. Desa tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, melainkan desa menjadi 
subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. 
b. Menjadi salah satu komponen desa memiliki jiwa gotong royong guna 
meningkatkan aset desa sebagai sumber pencaharian masyarakat. 
                                                          
1 Perda Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Bab 2 hal 1. 
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
3 Ibid 
 



































c. Desa memiliki kemampuan guna menghasilkan dan mencukupi kebutuhan 
serta keperluan masyarakat setempat. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan penyelenggaraan 
pemerintah desa yang baik yang memenuhi prinsip Good Governence yaitu 
partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrument yang menjadi 
tolak-ukur dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah (good 
governance) berupa anggaran. Berkembangnya konsep New Public 
Management (NPM) yang ada di Indonesia dalam mengadopsi sistem 
penganggaran yang baru yaitu berbasis kinerja4. Proses penganggaran berbasis 
kinerja pemerintah harus memperhatikan antara input, output, dan outcome 
yang dihasilkan, perencanaan jangka panjang, serta keterlibatan masyarakat 
dalam proses penganggaran tersebut. 
Undang-undang desa telah memastikan desa berada digaris depan 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan 
tujuan tersebut, pemerintah desa patut mengambil langkah terkait kebijakan 
pemerintah pusat yang telah menggelontorkan dana desa sebagai stimulus 
pembangunan desa secara adil dan merata. Menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan di 
salurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
                                                          
4 Ehsan, M.2003,Orgin, Ideas and Practice of New Public Management: Leason for Developing 
Countries,(Asian Affairs. 2003 Vol. 25, No. 3), 30-48. 
 



































kabupaten/kota seta digunakan dalam membiayai penyelenggaraan roda 
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat5.  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana 
keuangan tahunan desa6. Penyusunan APBDes disusun berdasarkan prinsip 
partisipatif, transparan, dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang dari 
sisi tataran teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak 
terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses 
penganggaran. 
Pada tahun anggaran 2020 terdapat perubahan besaran anggaran dana desa 
untuk seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp. 810.000.000.000.- dari anggaran 
yang ditetapkan pemerintah semula Rp. 72 Triliun menjadi Rp. 71,19 Triliun. 
Menurut Sri Mulyani, penurunan anggaran dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi penerimaan negara yang di proyeksikan akan 
menurun 10 persen dari target APBN 20207. Perubahan ini sejalan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan 
transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-
19. Dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelontorkan dana 
desa tahun anggaran 2020 sesuai dengan Perbub Nomor 32 tahun 2020 
mengenai perubahan ketiga atas Perbub Nomor 77 Tahun 2019 tentang 
pembagian serta penetapan rincian dana desa di Kabupaten Lamongan bahwa 
                                                          
5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
6 ibid 
7 Dwi Aditya Putra.Alokasi Dana Desa Tahun Ini Dipangkas Rp. 810 Miliar, Jadi Rp. 71 Triliun. 
https://www.merdeka.com/uang/alokasi-dana-desa-tahun-ini-dipangkas-rp810-miliar-jadi-rp71-
triliun.html?page=1.(di akses pada 14 September 2020). 
 



































besaran dana yang sebelumnya sebesar Rp.371.757.666.000,- berubah menjadi 
Rp. 366.764.832.000,- dengan progres realisasi penyaluran dana desa tahun 
2020 dilaksanakan dalam 3 tahap dengan total realisasi penyaluran sampai 
dengan bulan Agustus sebesar Rp. 295.321.585.000,- atau sekitar 80,52% dari 
total penyaluran dana desa tahun 2020, dengan rincian tahapan realisasi sebagai 
berikut8: 
a. Tahap I sebesar   Rp. 148.698.743.600,- (100%) 
b. Tahap II sebesar  Rp. 146.622.841.400,- (99,94%) 
c. Tahap III sebesar Rp. 71.360.155.600,- (dalam proses pengajuan 
penyaluran oleh desa). 
Dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan mengenai alokasi dana 
desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat perubahaan yang besar serta 
berdampak langsung bagi pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat, pengendalian kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik9.   
Pada akhir tahun 2019 muncul sebuah perhatian besar tentang adanya virus 
baru yang menyerang saluran pernafasan yang berasal dari Wuhan China. 
Kemudian World Healt Organization (WHO) mengenali virus tadi sebagai 
Novel Coronavirus atau 2019-nCoV atau yang kita sering dengar yaitu Covid-
1910. Wabah pandemi virus Covid-19 sudah menyebar luas ke seluruh dunia 
hingga ke Indonesia. Data peta sebaran Covid-19 di Indonesia per tanggal 15 
                                                          
8Bapemas,Progres Penyaluran Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2020.  
https://lamongankab.go.id/dinpmd/2020/09/15/progres-penyaluran-dana-desa-kabupaten-
lamongan-tahun-2020/,(di akses pada 23 September 2020). 
9 Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
10Informasi Tentang Virus Corona (Covid-19),http://promkes.kemkes.go.id,(di akses pada 18 
September 2020. 
 



































Desember 2020 sebesar 629.429 terkonfirmasi positif, 516.656 dinyatakan 
sembuh dan 19.111 meninggal11. Di wilayah Provinsi Jawa Timur seluruh 
kabupaten sudah terkonfirmasi virus corona, termasuk Kabupaten Lamongan. 
Untuk peta sebaran virus corona di Kabupaten Lamongan hingga 15 Desember 
2020 seluruh kecamatan sudah terkonfirmasi Covid-19 dengan total sebanyak 
1.221 kasus yang terdiri dari 143 dinyatakan positif, 994 sembuh dan 84 
meninggal dunia12.  
Virus Covid-19 sudah menyebabkan pandemi global yang berdampak 
terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari 
pandemi Covid-19 yang besar terutama pada bidang kesehatan, sosial dan 
ekonomi, mewajibkan pemerintah membuat kebijakan dengan menyesuaikan 
situasi dan kondisi darurat yang sedang terjadi yang mengakibatkan 
kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan 
alokasi dana  
Dengan adanya pandemi Covid-19 berbagai kebijakan dibuat untuk 
mempercepat penanggulangan penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa, 
pemerintah yang semula menterbitkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang 
tidak dijelaskan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 harus 
diubah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan menerbitkan 
Permendes Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur mengenai perubahan prioritas 
dana desa untuk13 : 
                                                          
11Peta Sebaran.https://covid19.go.id/,(diakses pada 14 September 2020). 
12Covid-19 Center Lamongan.https://lamongankab.go.id/dinkes/covid-19-center-lamongan/. (di 
akses pada 14 September 2020). 
13 Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
 




































1. Penanggulangan Covid-19. 
2. Padat Karya Tunai Desa 
3. Bantuan Langsung Tunai 
Untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai dimulai sejak bulan April 
sampai 3 bulan kedepan senilai Rp. 600.000/bulan. Kemudian 3 bulan 
berikutnya yakni bulan Juli, Agustus dan September pemberian BLT nilai 
manfaatnya turun menjadi Rp.300.000, jika dana desa masih ada bisa 
dilanjutkan untuk tiga bulan berikutnya. Perubahan besaran nilai manfaat 
tersebut merujuk pada PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan 
dana desa. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pemerintah menambah 
besaran dan jangka waktu pemberian BLT desa sehingga total BLT desa 
bertambah dari Rp.1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 
Rp.2.700.000/KPM14.  
Menurut Khusnul Kepala Dinas PMD Lamongan “dari semua desa yang 
berada di Kabupaten Lamongan, ada 40.800 KPM, prioritas utama ialah 
masyarakat terdampak Covid-19 kemudian tidak terdata dalam Program 
Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”15. 
Proses pencairan BLT di Kabupaten Lamongan pada tahap satu dan tahap 
dua masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu tahap I dan 
                                                          
14 Slamet Riyadi,PMK.50/PMK.07/2020,Secercah Harapan Masyarakat Desa Bertahan Di Tengah 
Pandemi,https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pmk-50pmk072020-secercah-
harapan-masyarakat-desa-bertahan-di-tengah-pandemi/,(di akses pada 4 November 2020). 
15DesyAyu,10Kecamatan di Lamongan Sudah Terima BLT Dana Desa Tahap 3. 
http://surabayapagi.com/read/10-kecamatan-di-lamongan-sudah-terima-blt-dana-desa-tahap-3-.(di 
akses pada 23 September 2020). 
 



































Tahap II sudah terealisasikan 100 persen, sedangkan pencairan pada tahap 
tiga masih 10 Kecamatan yang sudah menerima BLT sedangkan 27 
Kecamatan masih belum menerima16.  
Setiap Pemerintah Daerah di Indonesia diminta mendorong pemerintah desa 
dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBDes untuk membantu 
pemerintah dalam kegiatan pencegahan dan penanganan virus corona di tingkat 
desa. Bagi desa yang belum merampungkan rancangan perubahan APBDes 
diminta untuk segera menyelesaikan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Dengan melihat peralihan penggunaan dana desa tahun 2020 yang 
digunakan untuk penanggulangan dan bantuan Covid-19, rencana kegiatan 
maupun pembangunan di desa yang sudah berjalan dan sudah di alokasikan 
pada APBDes tahun 2020 terganggu dan ditunda pelaksanaanya. Desa harus 
mengcover melanjutkan kegiatan dan pembangunan yang tertunda di tahun ini 
pada  tahun anggaran 2021.  
Akibat yang ditimbulkan dari adanya wabah pandemi Covid-19 yang 
melanda seluruh wilayah Indonesia terutama Kabupaten Lamongan maka 
prioritas penggunaan dasa desa tahun 2020 yang semula sudah direncanakan 
dan disusun mengalami perubahan. 
 
 
                                                          
16 Ibid 
 



































 Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan 
menuangkan pada Skripsi yang berjudul “ Analisis Alokasi Anggaran  
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) Pada Masa Pandemi Covid-19 
Di Kabupaten Lamongan Periode April-September 2020 ” 
1.2  Identifikasi dan Batasan Masalah  
A. Identifikasi Masalah   
Berdasarkan paparan latar belakang, maka permasalahan yang bisa 
diidentifikasi penulis adalah : 
1. Pada akhir tahun 2019 terjadi wabah pandemi virus Covid-19 yang 
melanda seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini belum teratasi yang 
berdampak terhadap segala lini kehidupan masyarakat. 
2. Dengan adanya Covid-19, Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 harus menyesuaikan 
menjadi Permendes Nomor 7 Tahun   2020 . 
3. Besaran dana desa di Kabupaten Lamongan yang sebelumnya sebesar 
Rp. 371.757.666.000 berubah menjadi Rp. 366.764.832.000. 
4. Pandemi Covid-19 merubah prioritas dana desa tahun anggaran 2020 
untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. 
5. Rencana kegiatan maupun pembangunan di desa yang sudah berjalan 
dan sudah di alokasikan pada APBDes tahun 2020 terganggu dan 
sebagian ditunda pelaksanaanya. 
6. Desa harus mengcover kegiatan dan pembangunan yang tertunda di 
tahun 2020 pada RKPDesa tahun  2021. 
 



































B. Batasan Masalah   
Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah, guna 
mempermudah dalam pembahasan penelitian ini perlu diadakannya batasan 
masalah agar pembahasan dari penilitian ini bisa berfokus untuk menjawab 
permasalahan yaitu:  
a. Implementasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan 
periode April - September 2020. 
b. Implementasi Permendes Nomor 7 Tahun 2020 terhadap alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten 
Lamongan pada masa pandemi Covid-19. 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengalokasian Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode 
April - September 2020 ? 
2. Bagaimana analisis implementasi alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 
Lamongan periode April - September 2020 perspektif  Permendes Nomor 7 








































1.4 Kajian Pustaka 
Tabel 1.1 
Jurnal Penelitian 
No Nama Penelti Judul Penelitian Hasil Penelitian 




Penggunaan Dana Desa 
Pada Masa Pandemi 
Covid-19 di Kabupaten 
Sumbawa 
Dana desa dipakai dalam 
penangulangan Covid-19 
serta digunakan untuk 
program Padat Karya Tunai 
dan BLT 






Anggaran Dana Desa 
Terhadap Pencegahan 
Covid-19 Di Kecamatan 
Moyo Hulu 
Perencanaan anggaran telah 
dilaksanakan berdasarkan 
prinsip good governance 
yaitu transparan dan 
akuntabel Pengelolaan 
Dana desa selama ini telah 
berjalan dengan efektif, 
dapat dilihat bukti nyata, 
yaitu berupa pembangunan 
infrastruktur,pemberdayaan 
masyarakat. Perubahan 
dana Desa akibat Covid-19 
juga telah sesuai peraturan 
yang menaunginya. 
3 Carly Erfly 
Fernando Maun  
(2020) 
Efektivitas Bantuan 
Langsung Tunai Dana 
Desa Bagi Masyarakat 
Miskin Terkena Dampak 





Dalam penelitian ini 
efektifitas dari program 







































4 Atikah Nur 
Hidayati 
(2020) 
Upaya Pemerintah Desa 
Dalam Menanggapi 





Pemerintah Desa sudah 
melakukan segala bentuk 
kegiatan penanggulangan 
sesuai ketentuan pada SE 
Mendes Nomor 8 Tahun 
2020 








Desa Tanggap Covid 
-19 Berdasarkan Surat 
Edaran Nomor 8 Tahun 
2020 Tentang Desa 
Tanggap Covid-19  
di Desa Kepuhrejo 
Kecamatan Kudu 
Kabupaten Jombang 
Kebijakan yang tertuang 
dalam Surat Edaran Nomor 
8 Tahun 2020 belum 
dilaksanakan dengan 
maksimal dikarenakan ada 
beberapa bentuk kegiatan 
penanganan yang masih 












Sudah seharusnya instruksi 
presiden terkait Refocusing 
anggaran daerah bukan 
berbentuk Instruksi 
Presiden akan tetapi harus 
diganti dengan Peraturan 
pemerintah pengganti 
UndangUndang yang 
seyogyanya nantinya sistem 
penganggaran yang 
demikian akan menjadikan 
dasar hukum termasuk 
derajat pelaksaan 
penganggaran daerah 
dijalankan dan memiliki 
landasan yuridis yang jelas. 
    
 



































7 Teguh Imam 
Rahayu, Ali Gufron 
(2020) 
Implementasi Kebijakan 
Penggunaan Dana Desa 
Dalam Pencegahan 
Covid-19 Di Desa 
Turitempel Kecamatan 
Guntur Kabupaten 
Demak Tahun 2020 
Penerapan kebijakan 
penanganan Covid-19 telah 
dapat dijalankan sesuai 
dengan peraturan yang 
ditetapkan. 






Masyarakat Pujon Kidul 
Kabupaten Malang 
Dalam Pemerintahannya, 
Desa Pujon Kidul telah 
menerapkan prinsip good 
governance dan memiliki 
asas pengelolaan keuangan 
yang cukup baik, seperti 
transparansi, akuntabel, 
tertib dan disiplin anggaran, 
serta partisipatif. Namun 
proses pencairannya masih 
selalu terlambat 










Pengelolaan APBDes sudah 
dilakukan sesuai aturan dan 
disiplin anggaran. 




dan Belanja Desa 
(APBDes) Untuk 
Masyarakat Marginal Di 
Kecamatan Gurah 
Kabupaten Kediri 
Alokasi APBDes untuk 
masyarakat marginal adalah 
berupa alokasi secara 
langsung meupu tidak serta 
sudah dilakukan dengan 







































Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penelitian terdahulu menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 
2020. penelitian terdahulu menggunakan objek kabupaten sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan objek 6 desa. 
2. Penelitian terdahulu menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 
2020. Penelitian terdahu menggunakan objek Kecamatan sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan objek 6 desa. 
3. Penelitian terdahulu menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 
2020. Penelitian terdahu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan objek 6 desa. 
4. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 
2020. Penelitian terdahu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan objek 6 desa. 
5. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 
 



































2020. Penelitian terdahu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan objek 6 desa. 
6. Penelitian terdahulu menggunakan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan 
Transmigrasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes 
Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian terdahu menggunakan objek secara umum 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa. 
7. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Kemendes Nomor 8 Tahun 
2020, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian 
terdahu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada penelitian ini 
menggunakan objek 6 desa. 
8. Penelitian terdahulu tidak membahas masalah alokasi APBDes di masa 
pandemi Covid-19 dan hanya membahas pengelolaan APBDes untuk 
kesejahteraan masyarakat pada 1 desa 
9. Penelitian terdahulu tidak membahas masalah alokasi APBDes di masa 
pandemi Covid-19 dan hanya membahas akuntabilitas pengelolaan APBDes 
pada 1 desa. 
10. Penelitian terdahulu tidak membahas masalah alokasi APBDes di masa 
pandemi Covid-19 dan hanya membahas alokasi APBDes untuk Masyarakat 








































1.5 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode 
April-September 2020. 
2. Memahami implementasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode 
April - September 2020 perspektif  Permendes Nomor 7 Tahun  2020. 
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
a. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) . 
b. Guna dijadikan landasan pedoman oleh peneliti selanjutnya mengenai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diperuntukkan 
dalam penanggulangan bencana.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis : Tambahan pengalaman untuk memperbanyak  
pengetahuan mengenai perubahan prioritas penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam kondisi darurat. 
b. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan: Penelitian ini sebagai koreksi 
dan evaluasi bagi pemerintah terkait perubahan penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang dipriotitaskan 
 



































untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lamongan agar sesuai 
dengan  Permendes Nomor 7 Tahun 2020.  
1.7 Definisi Operasional  
Penelitian ini berjudul “Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lamongan 
Periode April-September 2020” agar mudah dipahami dalam penelitian, 
dijelaskan beberapa kunci diantaranya : 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa disebutan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa 
(Perdes)17. APBDesa tersusun atas: 
A. Pendapatan Desa 
B. Belanja Desa 
C. Pembiayaan Desa 
2. Permendes Nomor 7 Tahun 2020 
Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan 
kedua dari Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan 
dana desa tahun 2020. Penggunan dana desa dialihkan menjadi : 
a. Penanggulangan Covid-19 di desa 
                                                          
17 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
 



































b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
c. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
3. Pandemi Covid-19 
Pada 9 Maret 2020 badan kesehatan dunia (WHO) resmi 
mengumumkan virus Covid-19 menjadi pandemi global yang sudah 
melanda di seluruh dunia. Istilah pandemi seakan  menakutkan, tetapi itu 
tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tetapi pada penyebaran 
yang begitu cepat. Virus corona menyebabkan gejala seperti batuk serta 
demam, dan umumnya dapat sembuh pada 14 hari. Akan tetapi bagi orang 
yang memiliki resiko tinggi seperti kelompok lansia serta orang yang 
memiliki masalah kesehatan bawahan, Covid-19 dapat menyebabkan 
masalah kesehatan yang berbahaya. Oleh sebab itu kita semua wajib untuk 
melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah guna 
mampu menjaga diri serta orang lain di sekitar18.  
1.8 Metode Penelitian 
1.   Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan memahami 
fakta yang terdapat pada objek yang diteliti19. Dalam penelitian ini peneliti 
akan menganalisis alokasi APBDes pada masa pandemi Covid-19 di 
Kabupaten Lamongan periode bulan April-September 2020. 
                                                          
18https://covid19.go.id/tanya-jawab. (di akses pada 23 September 2020). 
19Lexy.J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 
2016),6. 
 



































2. Data Penelitian 
Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
ialah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 
data, misal melalui orang lain atau dokumen20. Data sekunder yang 
dikumpulkan berupa dokumen-dokumen mengenai APBDes tahun 
anggaran 2020. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer  
Data primer diperoleh dari informan yang secara langsung 
memberikan informasi atau data yaitu Kepala Desa dan Bendahara 
Desa. Dalam data ini mencakup tentang alokasi dana desa dan 
implementasi Permendes Nomor 7 Tahun 2020 terhadap penggunaan 
dana desa untuk penanggulangan Covid-19. 
b. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder digunakan untuk membantu menjelaskan data primer 
yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 
dokumen dana desa tahun 2020 serta literatur buku dan jurnal yang 




                                                          
20Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 
R&D”,(Bandung:Alfabeta, 2011),14. 
 



































4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, 
dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui cara pengamatan 
pada objek terkait alokasi APBDes pada masa pandemi Covid-19. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yakni 
pewawancara dan terwawancara dengan maksud dan tujuan tertentu21. 
Peneliti melakukan wawancara dengan 6 (enam) Kepala Desa  dan 6 
(enam) Bendahara Desa yakni Desa Made, Paciran, Tambakrigadung, 
Tanjung, Sumberaji dan Kawistolegi terkait dengan alokasi APBDes 
pada masa pandemi Covid-19. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan data yang disimpan dalam bentuk catatan, 
foto, laporan dan dalam bentuk lainnya. Peneliti melakukan 
dokumentasi berdasarkan data yang diperlukan berupa dokumen 
perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. 
5. Teknik Sampling 
Dalam penelitian ini teknik sampel menggunakan jenis Cluster Random 
Sampling dimana teknik pengambilan sampel yang digunakan menentukan 
suatu sampel jika obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, 
                                                          
21 Lexy. J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2016),186. 
 



































misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten22. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Desa dengan jumlah terkonfrimasi Covid-19 terbanyak yaitu : 
1. Desa Made Kecamatan Lamongan sebanyak 33 kasus 
2. Desa Paciran Kecamatan Paciran sebanyak 26 kasus 
3. Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung sebanyak 18 kasus 
2. Desa dengan jumlah terkonfrimasi Covid-19  terkecil yaitu 1 kasus 
diantaranya: 
1. Desa Tanjung Kecamatan Lamongan 
2. Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
3. Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng 
6. Teknik Pengolahan Data 
Proses pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
a. Editing  
Peneliti mencatat dan mengumpulkan semua informasi data yang 
diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi 
di lapangan kemudian melakukan pemilihan data sesuai dengan pokok 
bahasan agar data lebih akurat dan jelas23.  
 
 
                                                          
22 Sugiyono,Metode  Penelitian Administratif,(Bandung:Alfabeta,2013),130. 
23 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi,Metodologi Penelitian,(Jakarta:Bumi Aksara,1997),153. 
 




































Peneliti menyusun dan menggelompokkan data yang diperoleh 
secara sistematis di lapangan sehingga data tersebut mampu untuk 
merumuskan masalah pada penlitian ini. Dalam menyusun data yang 
diperoleh diklasifikasikan menurut data yang bersangkutan sehingga 
mendapatkan sebuah gambaran dari penggunaan APBDes pada masa 
pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan dalam kesesuaian dengan 
Permendes Nomor 7 Tahun 202024. 
c. Analyzing  
Analyzing yaitu data yang didapat dianalisis dengan teori yang ada 
untuk dijadikan acuan dalam menyusun kesimpulan penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah tahapan pencarian dan pengaturan catatan 
wawancara, catatan lapangan serta materi yang telah dikumpulkan di 
lapangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai materi penelitian25. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. 
Dimana deskriptif analitis adalah teknik analisis data yang berguna 
mendeskripsikan dan memberikan gambaran pada objek yang diteliti 
melalaui data yang diperoleh26. Data dalam penelitian ini adalah alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi 
                                                          
24 Ibid 154 
25 Ismail Nawawi Uha.2012.Metode Penelitian Kualitatif.(Jakarta:CV. Dwiputra Pustaka,2012), 
277. 
26 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”. 
(Bandung:Alfabeta, 2011),29. 
 



































Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode April-September 2020 Perpektif 
Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Selanjutnya data yang didapat dianalisis 
menggunakan teori yang ada guna bisa mendapatkan kesimpulan. 
1.8 Sistematika Pembahasan 
Guna mendapatkan arahan serta gambaran yang jelas, skripsi ini tersusun 
pada lima bab sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Bab pendahuluan memuat uraian tentang mengapa penelitian ini dilakukan 
sehingga berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
Bab II Kerangka Teoritis 
Bab ini memuat penjelasan landasan teori dalam melakukan penelitian.  
Bab III Data Penelitian 
Bab ini berisi mengenai paparan data yang telah diperoleh selama melakukan 
penelitian yang berisi tentang gambaran mengenai objek penelitian. Berisi 
tentang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa 
pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan. 
Bab IV Analisis Data 
Pada bab ini data dan temuan penelitian dianalisis untuk menjawab rumusan 







































BAB V Penutup 
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dalam 
menjawab rumusan masalah serta berisikan saran dari penulis. 
 



































TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM), IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2020 
2.1 New Public Management  (NPM)  
1. Definisi dan Sejarah New Public Management  (NPM) 
New Public Management diperkenalkan oleh Christoper Hood tahun 
1991. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, manajemen sektor publik ini 
muncul dari negara-negara Eropa pada tahun 1980-1990. Munculnya 
pendekatan ini dikarenakan kondisi pengelolaan public yang kurang sesuai. 
Dalam perkembangannya, pendekatan manajerial modern ini dikenal 
dengan berbagai nama : „managerialism.‟ „new public 
management,‟„market-based public administration,‟ „post-bureaucratic 
paradigm,‟ „market-based public administration,‟ semua istilah tersebut 
mempunyai arti sama dan yang sangat terkenal yaitu New Public 
Management27. 
Menurut Janet dan Robert menjelaskan bahwa “New Public 
Management mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik 
kontemporer yang pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan 
bisnis di sektor publik. New Public Management telah menjadi normatif 
                                                          
27Mahmudi. New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. 
https://sinta.unud.\ac.id/uploads/dokumen_dir/425179e41528fbba1fbe81859d1dfb06.Diakses Pada 
15 November 2020 
 



































yang menandakan pergeseran besar dalam cara berpikir tentang peran 
administrator public”28.  
Sedangkan menurut Bovaird dan loffer ”New Public Management 
adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya lebih 
komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih 
responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran 
ekonomi, efesiensi dan efektifitas (value for money), fleksibilitas pilihan, 
dan transparansi”29. 
Penerapan konsep NPM dapat dilihat sebagai bentuk pembaruan 
manajemen dan administrasi publik yang memajukan demokrasi. Konsep 
NPM dengan cepat mempengaruhi praktek manajemen publik pada 
berbagai negara di seluruh dunia. 
2. Karakteristik New Public Management 
Tujuh komponen utama konsep New Public Management Menurut 
Hood (1991:4), yaitu30: 
1) Manajemen profesional di sektor publik 
Konsekuensi dari pelaksanaan profesional manajemen dalam sektor 
publik adalah fleksibilitas manajer publik dalam memimpin pengelolaan 
organisasi. 
                                                          
28 Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering,New 
York: ANSI, 2002. Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde, Classics of 
PublicAdministration,(USA:Harcourt Brace & company,1978),12. 
29 Davis,  Howard.2013. Ethics  and  Standard  of  Conduct. Dalam  Tony  Bovaird  &  Elke  
Loffler (Eds.). Public Management and Governance. London : Routledge. Hal 17 
30 Mahmudi,New Public Management (NPM):Pendekatan Baru Manajemen Sektor 
Publik,https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/425179e41528fbba1fbe81859d1dfb06.(di 
akses pada 15 November 2020). 
 



































2) Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja  
Standar kinerja ditujukan guna memberi nilai best value serta best 
practise, dan berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan dan target 
kinerja organisasi terdapat pada ukuran kinerja. 
3) Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome  
Fokus utama di perhatian organisasi adalah keluaran dan hasil bukan 
hanya pengendalian masukan saja, misal anggaran, jumlah staf dll. 
Penggunaan penganggaran kinerja adalah salah satu contoh perubahan 
ini..  
4) Pembagian unit-unit di sektor publik  
Konsep NPM mengharuskan organisasi dibagi menjadi beberapa 
bagian kerja serta menginginkan adanya pemberian kekuasaan yang lebih 
pada bawahan agar birokrasi bisa berjalan secara efisien.  
5) Menciptakan persaingan di sektor publik  
Menciptakan persaingan adalah tujuan untuk menghemat biaya pada 
sektor publik. Dalam rangka penghematan biaya harus dilakukan 
dengan mekanisme kontrak dan tender yang kompetitif untuk 
meningkatkan kualitas kinerja. Beberapa penugasan layanan publik 
dapat ditugaskan ke sektor swasta jika dirasa lebih menghemat biaya. 
6) Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik 
Dengan diadopsinya beberapa praktik manajemen yang dirasa lebih 
baik meliputi penilaian kinerja, manajemen biaya, sistem akuntansi 
 



































yang lebih maju diharapkan manajemen sektor publik dapat 
berkembang. 
7) Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam 
menggunakan sumber daya.  
Organisasi sektor publik diharapkan bisa memberikan prioritas 
utama terhadap penggunaan sumber daya secara efisien. 
2.2 Implementasi Kebijakan Publik  
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, 
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 
formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 
Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai 
dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa 
program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan 
akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.  
Implementasi kebijakan publik Menurut Van Meter dan Van Horn : 
“Sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut 
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 
tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka 
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil 
yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan 
 



































oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan 
yang telah ditetapkan”31. 
 
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier (1979) mengatakan bahwa : 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 
perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau 
dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”32. 
 
2. Model Implementasi Kebijakan Publik 
Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 
kebijakan, yaitu: 
1. Teori George C. Edward 
Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : 
a. Komunikasi, yaitu implementor mengetahui apa yang harus 
dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran. 
b. Sumberdaya, apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.  
a. Disposisi, adalah apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 
maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan 
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
                                                          
31 Winarno, Budi,. Kebijakan Publik (teori dan proses).(Jakarta: Media Pressindo,2008),146-147. 
32 Abdul Wahab, Solichin,Analisis Kebijaksaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 
Negara.(Jakarta:Bumi Aksara,2008),86. 
 



































b. Struktur Birokrasi, aspek dari struktur organisasi adalah Standard 
Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi 
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan. 
2. Teori Merilee S. Grindle  
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi 
oleh33  : 
a. Isi kebijakan : sampai mana kepentingan kelompok tertuang dalam 
isi kebijakan.  
b. Lingkungan Implementasi : suatu kebijakan yang dibuat secara adil 
dan sumber dayanya mencukupi harus diterapkan. 
Sedangkan menurut Wibawa berpendapat bahwa Model Grindle 
adalah isi kebijakan dan konsteks penerapannya yakni setelah merubah 
kebijakan, lalu  dilaksanakan penerapan kebijakan34.  
3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  
Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni “karakteristik dari 
masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel 
lingkungan”35. 
4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  
Komuniasi kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh36 : 
                                                          
33 Subarsono, AG,Analisis Kebijakan Publik,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),93. 
34 Wibawa, Samodra, dkk,Evaluasi Keijakan Publik,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1994),22-
23. 
35 Winarno, Budi,Kebijakan Publik (teori dan proses),(Jakarta:Media Pressindo.,2008),94. 
36 Ibid 175-177 
 



































a. Transmisi. Keputusan sebelum diterapkan harus dibuat secara runtut 
sesuai dengan prosedur sampai dikeluarkannya surat perintah 
pelaksanaan. 
b. Kejelasan, sebelum di terapkan petunjuk pelaksanaan harus 
dikomunikasikan dengan jelas. 
c. Konsistensi, segala perintah harus dilaksanakan dengan konsisten dan 
jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan. 
2.3 Permendes Nomor 7 Tahun 2020 
Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua 
dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 
tahun 2020. Contoh penggunaan dana desa tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai Desa  
2. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)  
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Paud Hi)  
4. Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa  
5. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak  
6. Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga  
7. Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba  
8. Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja  
9. Pengembangandesa Inklusi  
10. Pengembangan Produk Unggulandesa/ Kawasan Perdesaan  
11. Pembentukan Dan Pengembangan Bumdesa/ Bumdesa Bersama  
 



































12. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa  
13. Pembangunan Embung Desa Terpadu  
14. Pengembangan Desa Wisata  
15. Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna  
16. Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi  
17. Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alamdan/Atau Nonalam  
18. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan/Atau Nonalam  
19. Sistem Informasi Desa  
20. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa  
21. Pemberdayaan Hukum Di Desa  
  
 



































ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA 
MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LAMONGAN 
 
3.1 Perencanaan Keuangan Desa 
Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 
kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan 
RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa 
atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa 
disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang 
pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  
Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara 
partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh 
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM 
Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak tanggal pelantikan kepala desa. 
 



































B. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  
RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari 
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa 
dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh 
Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus 
ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran 
berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai 
berikut: 
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya 
b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 
desa 
c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola 
melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga 
d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 
desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
e. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa 
dan/atau unsur masyarakat desa. 
Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. 
Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang 
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. 
 



































Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang 
didanai:  
a. Pagu indikatif desa.  
b. Pendapatan Asli Desa.  
c. Swadaya masyarakat desa.  
d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.  
e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota. 
RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDes (RAPB 
Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta 
keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas 
penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2020 telah ditetapkan dalam 
Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020. 
3.2 Proses Penganggaran APBDes 
Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan 
APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah 
ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses 
penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
 



































merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang 
ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi 
kewenangan desa. 
Proses Penyusunan APBDes dimulai dengan urutan sebagai berikut:  
a. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada 
Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkann 
b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 
(RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa 
c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan 
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling 
lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD 
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati 
bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 
3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi 
e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling 
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan 
hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai 
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 
 



































lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila 
hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa 
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi 
Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan 
Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya 
pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya 
f. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran berjalan. 
Gambar 3.1 


















































Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDes dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
Penyusunan APBDes sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan 
waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan 
APB Desa digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 3.2 
Jadwal Penyusunan APBDes 
 
Gambar 3.3 















































3.3 Kabupaten Lamongan 
Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang 
terletak di bagian utara terdiri dari 27 kecamatan dan 462 desa dan 12 kelurahan. 
Jumlah dusun sebanyak 1.431 dusun, Rukun Warga (RW) sebanyak 2.408 dan 
Rukun Tetangga (RT) sebanyak 7.085. Kabupaten Lamongan secara geografis 
terletak pada Koordinat 60 51’ 54’’ – 70 23’ 6’’ LS dan 1120 4’ 41’’- 1120 33’ 
12’’ BT. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 1.812,8 km2 . 
Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah :  
Sebelah Utara    :  Laut Jawa  
 Sebelah Timur   :  Kabupaten Gresik  
      SebelahSelatan  :  Kabupaten Jombang dan Mojokerto   
      Sebelah Barat    :  Kabupaten Bojonegoro dan Tuban 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 
2016- Kabupaten Lamongan adalah salah satu kawasan yang tergolong dalam 
daerah Metropolitan Gerbang Kerta Susila yang terdiri dari beberapa wilayah 
daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, 
Mojokerto. Kawasan ini diperuntukkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 
berskala global yang dipertahankan sebagai pusat kegiatan nasional yang 
mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian timur37. 
 
 
                                                          
37 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. 
 



































3.4   Visi dan Misi Kabupaten Lamongan 
A. Visi  
 “Terwujudnya Lamongan yang Adil, Merata, Sejahtera, dan 
Berdaya Saing”.  
Adil mempunyai arti memberi dan menerima sesuai dengan  kadarnya 
atau proporsional. Semua penduduk mempunyai kesempatan yang sama 
dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, 
mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan, 
mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan dan 
menertibkan wilayah serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di 
depan hukum. Sedangkan merata artinya pelaksanaan pembangunan di 
kabupaten Lamongan dapat dirasakan di seluruh wilayah dan lapisan 
masyarakat. Sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus 
menjadi landasan dan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan 
pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sejahtera ditandai 
dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. 
Kehidupan yang layak ditandai dengan meningkatnya pendapatan, derajat 











































Ada 6 misi yang dilakukan dalam mewujudkan visi Kabupaten 
Lamongan yaitu: 
1. Mewujudkan masyarakat Lamongan yang sehat, terdidik, bermoral, 
dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui 
peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah. 
3. Mewujudkan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan 
prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna 
membuka daerah yang terisolir dan menghubungkan antar kawasan. 
4. Mewujudkan Lamongan yang Good Governance  
5. Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata. 
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan 
aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi 











































3.5 Kasus Covid-19 Di Kabupaten Lamongan 
Kasus Covid-19 di Kabupaten Lamongan terus meningkat setiap harinya. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaporkan hingga Selasa, 15 
Desember 2020 jumlah kasus positif Covid-19 bertambah 4 kasus, sehingga 
total kasus Covid-19 mencapai 1.221 kasus. Sementara kasus aktif yang sedang 
dirawat hingga kini mencapai 143 orang, pasien sembuh mencapai 994 orang 
dan 84 meninggal dunia38. 
Tabel 3.1 
     Data Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Lamongan Hingga 15 Desember 
2020 
PELAKU PERJALANAN KONTAK ERAT 
JUMLAH 




JUMLAH DIISOLASI SEMBUH MENINGGAL 
1.791 +4 194 -146 1.476 +150 121 
PROPBABLE 
JUMLAH DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL 
74 6 47 21 
KONFIRMASI COVID-19 
JUMLAH DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL 





                                                          
38 Covid-19 Center Lamongan,https://lamongankab.go.id/dinkes/covid-19-center-lamongan/,(di 
akses  pada 15 Desember 2020). 
 



































3.6 Desa dengan Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Terbanyak 
1. Desa Made Kecamatan Lamongan 
A. Kondisi Umum Desa 
Desa Made adalah salah satu desa dengan predikat desa mandiri 
tahun 2020 bersama 16 desa lain di Kabupaten Lamongan yang 
memiliki luas wilayah sebesar 133 Ha dan memiliki jumlah penduduk 
sebanyak 2.475 KK dengan total 8.991 orang dengan rincian 4.441 laki-
laki dan 4.550 perempuan. Desa Made dengan status desa mandiri 
berdasarkan indikator ukur Indeks Membangun Desa (IDM) yang 
diharapkan membuat desa mampu memiliki kemampuan mengelola 
daya dalam ketahanan sosial, ekonomi dam ekologi secara 
berkelanjutan. Lokasi Desa Made sangat strategis yang terletak di 
sebelah barat pusat Kota Lamongan degan jarak tempuh hanya 3 menit. 
Desa Made juga banyak diminati oleh proyek perumahan dimana 
hampir ada 5 perumahan yang ada di desa Made sendiri. Secara 
administratif, batas wilayah desa Made adalah sebagai berikut39: 
a. Sebelah Selatan : Desa Sumerejo 
b. Sebelah Timur   : Kelurahan Sukomulyo 
c. Sebelah Barat    : Desa Tanjung 
d. Sebelah Utara    : Desa Plosowahyu 
 
                                                          
39 Buku Profil Desa Made Tahun 2019. 
 



































B. Sturktur Pemerintahan Desa Made 
Gambar 3.4 









C. Kasus Covid-19 Di Desa Made Kecamatan Lamongan 
Tabel 3.2 






















































































D. APBDes Desa Made Tahun Anggaran 2020 
Tabel 3.3 
APBDES Desa Made Tahun Anggaran 2020 
URAIAN 
ANGGARAN BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEMULA MENJADI 
PENDAPATAN 
   Pendapatan Asli Desa 










JUMLAH PENDAPATAN 1.332.869.500 1.604.223.600 271.354.100 
BELANJA 
   Belanja Pegawai 
   Belanja Barang dan Jasa 
   Belanja Modal 
      PKTD 
   Belanja Tidak Terduga 
      Penanganan Covid-19 
      BLT-DD Tahap I,II 





            





   192.700.000 
506.000.000 
     44.000.000 
   378.000.000 









1.282.869.500 1.604.223.600 321.354.100 
SURPLUS/(DEFISIT) 50.000.000  (50.000.000) 
PEMBIAYAAN 
   Penerimaan Pembiayaan 
   Pengeluaran Pembiayaan 
      Pengeluaran Pembiayaan  












PEMBIAYAAN NETTO (50.000.000) 0.00 (50.000.000) 










































2. Desa Paciran Kecamatan Paciran 
A. Kondisi Umum Desa 
Desa Paciran adalah salah satu desa yang terletak di pesisir pantai 
utara Kabupaten Lamongan yang memiliki luas wilayah sebesar 
488,100 Ha dan terdiri dari 3 Dusun yakni Paciran, Jetak dan Penanjan. 
Desa Paciran memiliki jumlah penduduk desa Paciran sebanyak 4.368 
KK dengan jumlah total 17.145 orang dengan rincian 8.467 laki-laki dan 
8.498 perempuan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Paciran 
adalah sebagai petani dan nelayan. Secara administratif, batas wilayah 
desa Paciran adalah sebagai berikut 40: 
a. Sebelah Selatan : Desa Sumurgayam 
b. Sebelah Timur  : Desa Tunggul 
c. Sebelah Barat   : Desa Kendangsemangkon 







                                                          
40 Buku Profil Desa Paciran Tahun 2019. 
 



































B. Struktur Pemerintahan Desa Paciran 
Gambar 3.5 











C. Kasus Covid-19 Di Desa Paciran Kecamatan Paciran 
Tabel 3.4 






















































































D. APBDes Desa Paciran Tahun Anggaran 2020 
Tabel 3.5 
APBDes Desa Paciran Tahun Anggaran 2020 
URAIAN 
ANGGARAN BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEMULA MENJADI 
PENDAPATAN 
   Pendapatan Asli Desa 
   Pendapatan Transfer 
   Pendapatan Lain-lain 
 
     43.500.000 
1.426.131.300 
                0.00 
 
     43.500.000 
1.400.488.700 




JUMLAH PENDAPATAN 1.469.631.300 1.443.988.700 (25.642.600) 
BELANJA 
   Belanja Pegawai 
   Belanja Barang dan Jasa 
   Belanja Modal 
      PKTD 
   Belanja Tidak Terduga 
      Penanganan Covid-19 
      BLT-DD Tahap I, II 
      BLT-DD Tahap III 
 
   370.345.498 
   346.000.000 
   700.634.469 
 
        2.651.333 
 
   435.864.700 
   101.500.000 
   577.824.000 
       332.824.000 
   278.800.000 
         14.200.000 
       245.700.000 
         18.900.000 
 





JUMLAH BELANJA 1.419.631.300 1.393.988.700 (25.642.600) 
SURPLUS/(DEFISIT) 50.000.000 50.000.000 0.00 
PEMBIAYAAN 
   Penerimaan Pembiayaan 
    Pengeluaran Pembiayaan 
      Pengeluaran  













PEMBIAYAAN NETTO 0.00 0.00 0.00 









































3. Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung 
A. Kondisi Umum Desa 
 Desa Tambakrigadung merupakan bagian wilayah Kecamatan 
Tikung yang terletak berbatasan dengan Kota Lamongan. Lokasi Desa 
yang sangat strategis membuat berbagai proyek perumahan tertarik 
untuk membangun proyeknya di Desa Tambakrigadung dikarenakan 
akses menuju Kota Lamongan hanya 2 menit. Secara ringkas kondisi 
pemerintahan desa dapat dikaji berdasarkan pemberlakuan aturan 
perundangan yang mengatur Desa Tambakrigadung. Desa 
Tambakrigadung memiliki luas wilayah 188,5 ha dan terdiri dari 3 
dusun yakni Dusun Tuwiri, Dusun Tambakboyo dan Dusun 
Pilanggadung, 2 perumahan yakni Perum Tambora dan Perum Graha 
Indah dan terdiri dari 12 RW dan 42 RT. Jumlah penduduk Desa 
Tambakrigadung  adalah terdiri dari 1552 KK dengan jumlah total 7061 
jiwa dengan rincian 3524 laki-laki dan 3537 perempuan. Secara 
administratif, Desa Tambakrigadung terletak di wilayah Kecamatan 
Tikung Kabupaten Lamongan dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa 
tetangga41. 
a. Sebelah Utara   : Desa Banjarmendalan  
b. Sebelah Barat    : Desa Tlogoanyar  
c. Sebelah  Selatan: Desa Jatirejo  
d. Sebelah  Timur  : Desa Simbatan  
                                                          
41 Buku Profil Desa Tambakrigadung Tahun 2019. 
 



































B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambakrigadung 
Gambar  3.6 










C. Kasus Covid-19 Di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung 
Tabel 3.6 
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D. APBDes Desa Tambakrigadung Tahun Anggaran 2020 
Tabel 3.7 
APBDes Desa Tambakrigadung Tahun Anggaran 2020 
URAIAN 
ANGGARAN BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEMULA MENJADI 
PENDAPATAN 
   Pendapatan Asli Desa 
   Pendapatan Transfer 













JUMLAH PENDAPATAN 1.566.706.700 1.407.930.700 (158.778.000) 
BELANJA 
   Belanja Pegawai 
   Belanja Barang dan Jasa 
   Belanja Modal 
   Belanja Tidak Terduga 
      Penanganan Covid-19 











       35.000.000 






JUMLAH BELANJA 1.566.708.700 1.407.930.700 (158.778.000) 
SURPLUS/(DEFISIT) 0.00 0.00 0.00 
PEMBIAYAAN 
   Penerimaan Pembiayaan 
      SILPA Tahun  
      Sebelumnya 
   Pengeluaran Pembiayaan 
      Pengeluaran Pembiayaan  



















PEMBIAYAAN NETTO 0.00 0.00 0.00 








































3.7 Desa dengan Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Tersedikit 
1. Desa Tanjung Kecamatan Lamongan 
A. Kondisi Umum Desa 
Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang teretak di wilayah 
administrasi Kecamatan Lamongan Kota sebelah utara yang memiliki 
luas wilayah sebesar 295 Ha dan terdiri dari 1 Dusun, 2 RW dan 5 RT. 
Jumlah penduduk Desa Tanjung tahun 2020 sebanyak 440 KK dengan 
jumlah total 1953 jiwa dengan rincian 990 laki-laki dan 963 perempuan. 
Desa Tanjung tidak jauh dari wilayah Kota Lamongan hanya sekitar 3 
km dan akses ke kota hanya membutuhkan waktu 3 menit. Dikarenakan 
jarak dan akses tempuh yang mudah, Desa Tanjung banyak diminati 
oleh proyek perumahan dimana sudah ada 3 perumahan yang berdiri di 
Desa Tanjung. 
Secara administratif, batas wilayah Desa Tanjung adalah sebagai 
berikut 42: 
a. Sebelah Utara    : Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan 
b. Sebelah Timutr  : Desa Made Kecamatan Lamongan 
c. Sebelah Selatan  : Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan 
d. Sebelah Barat     : Desa Pangkatrejo dan Desa Kebet Kecamatan  
     Lamongan 
 
 
                                                          
42 Buku Profil Desa Tanjung Tahun 2019. 
 



































B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung  
Gambar 3.7 











C. Kasus Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Lamongan 
Tabel 3.8 


















































































D. APBDes Pemerintah Desa Tanjung Tahun Anggaran 2020 
Tabel 3.9 
APBDes Pemerintah Desa Tanjung Tahun Anggaran 2020 
URAIAN 
ANGGARAN BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEMULA MENJADI 
PENDAPATAN 
   Pendapatan Asli Desa 










JUMLAH PENDAPATAN 1.300.106.500 1.600.128.300 300.021.800 
BELANJA 
   Belanja Pegawai 
   Belanja Barang dan Jasa 
   Belanja Modal 
      PKTD 
   Belanja Tidak Terduga 
      Pencegahan Covid-19 











        46.593.000 
411.600.000 
        66.000.000 







JUMLAH BELANJA 1.287.106.500 1.587.128.300 300.021.800 
SURPLUS/(DEFISIT) 13.000.000 13.000.000 0.00 
PEMBIAYAAN 
  Penerimaan Pembiayaan 
  Pengeluaran Pembiayaan 
     Pembentukan Dana  














PEMBIAYAAN NETTO (13.000.000) (13.000.000) 0.00 














































2. Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
A. Kondisi Umum Desa 
 Desa Sumberaji merupakan salah satu wilayah desa yang terletak di 
wilayah selatan kecamatan Sukodadi yang memiliki luas wilayah 
sebesar 2,7 Km2 dan terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Bulak, Dusun 
Besusul, Dusun Mejono, Dusun Kedepek dan Dusun Semelo. Jumlah 
penduduk Desa Sumberaji sebanyak 2.688 jiwa dengan rincian 1.344 
laki-laki dan 1.344 perempuan.  
   Secara administratif, batas wilayah Desa Sumberaji adalah sebagai 
berikut43 : 
a. Sebelah Utara     : Desa Balungtawun Kecamatan Sukodadi 
b. Sebelah Timur    : Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi 
c. Sebelah Selatan  : Desa Sumberagung Kecamatan Sukodadi 









                                                          
43 Buku Profil Desa Sumberaji Tahun 2019. 
 



































B. Struktur Pemerintahan Desa Sumberaji 
      Gam bar 3.8 












C. Kasus Covid-19 Di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi 
Tabel 3.10 




























































































D. APBDes Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2020 
Tabel 3.11 
APBDes Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2020 
URAIAN 
ANGGARAN BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEMULA MENJADI 
PENDAPATAN 
   Pendapatan Asli Desa 












1.442.797.300 1.411.494.500 (31.302.800) 
BELANJA 
   Belanja Pegawai 
   Belanja Barang dan Jasa 
   Belanja Modal 
   Belanja Tidak Terduga 
      Penanganan Covid-19 











        75.000.000 






JUMLAH BELANJA 1.442.797.300 1.411.494.500 (31.302.800) 
SURPLUS/(DEFISIT) 0.00 0.00 0.00 
PEMBIAYAAN 
   Penerimaan Pembiayaan 










PEMBIAYAAN NETTO 0.00 0.00 0.00 
SILPA 0.00 0.00 0.00 
 
3. Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng 
A. Kondisi Umum Desa 
 Desa Kawistolegi merupakan salah satu wilayah desa yang terletak 
di pesisir bengawan solo yang ada di sebelah utara Kecamatan 
Karanggeneng yang memiliki luas wilayah sebesar 242 Ha dan terdiri 
 



































dari 2 Dusun yaitu Dusun Klagen dan Dusun Kawisto. Jumlah penduduk 
Desa Kawistolegi sebanyak 805 KK dengan jumlah total 2659 jiwa 
dengan rincian 1343 laki-laki dan 1316 perempuan. Secara 
administratif, batas wilayah Desa Kawistolegi adalah sebagai berikut44: 
a. Sebelah Selatan  : Desa Kendal kemlagi 
b. Sebelah Timur    : Desa Jagran  
c. Sebelah Barat     : Desa Sonodadi 
d. Sebelah Utara     : Tejosari 
B. Struktur Pemerintahan Desa Kawistolegi 
Gambar 3.9 











                                                          



























































C. Kasus Covid-19 Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng 
Tabel 3.12 






















Kawistolegi 1 1 - - - - 
 
D. APBDes Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2020  
Tabel 3.13 
APBDes Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2020 
URAIAN 
ANGGARAN BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEMULA MENJADI 
PENDAPATAN 
   Pendapatan Asli Desa 
   Pendapatan Transfer 
   Pendapatan Lain-lain 
 











JUMLAH PENDAPATAN 1.424.186.800 1.407.829.200 (16.357.600) 
BELANJA 
   Belanja Pegawai 
   Belanja Barang dan Jasa 
   Belanja Modal 
      PKTD 
   Belanja Tidak Terduga 
      Penangaan Covid-19 











         44.493.000 
390.600.000 
         45.000.000 







JUMLAH BELANJA 1.424.186.800 1.407.829.200 (16.357.600) 
SURPLUS/(DEFISIT) 0.00 0.00 0.00 
PEMBIAYAAN 
   Penerimaan Pembiayaan 
   Pengeluaran Pembiayaan 










PEMBIAYAAN NETTO 0.00 0.00 0.00 







































ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA (APBDES) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN 
LAMONGAN PERIODE APRIL - SEPTEMBER 2020 
4.1 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Masa 
pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan periode April - September 
2020 
Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan sudah mengakibatkan 
kelumpuhan di berbagai lini sektor kehidupan hingga ke desa. Penyebaran virus 
Covid-19 yang begitu cepat mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lamongan 
mengambil sikap guna mencegah dan menangani kondisi darurat virus Covid-
19 dengan mengikuti segala bentuk peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat. Salah satu kebijakan dari berbagai kebiakan yang dibuat 
Pemerintah Pusat adalah menanggulangi Covid-19 di desa melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana ketentuan Permendes 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Permendes 
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  
Pemerintah Kabupaten Lamongan menginstruksikan kepada seluruh 
Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Lamongan guna mengikuti peraturan 
dan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat tentang prioritas 
penggunaan dana desa tahun 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati 
Nomor 32 tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 
77 Tahun 2019 perihal pembagian serta penetapan rincian dana desa di 
 



































Kabupaten Lamongan. Anggaran dana desa Kabupaten Lamongan yang semula 
sebesar Rp. 371.757.666.000 berubah menjadi Rp. 366.764.832.000. 
Pemerintah Kabupaten Lamongan meminta semua Pemerintah Desa agar segera 
melakukan revisi perubahan anggaran APBDes tahun 2020 mulai bulan April. 
Alokasi anggaran perubahan APBDes tahun 2020 diprioritaskkan untuk 
penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di tingkat desa. Alokasi kegiatan 
penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang menggunakan dana desa 
antara lain45: 
1. Pencegahan dan Penanganan Covid-19 : 
a. Pembentukan relawan Covid-19 di tingkat Desa 
b. Penyemprotan disinfektan 
c. Pembagian masker dan vitamin 
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa mengedepankan prinsip swakelola 
yaitu dilakukan dengan menggunakan material atau bahan dari wilayah 
setempat dan gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 





                                                          
45 Permendes Nomor 7 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
46 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. 
 



































3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Masa penyaluran BLT dimulai bulan April sampai 3 bulan berikutnya 
dengan besaran awal Rp.600.000/KPM kemudian terdapat perubahan nominal 
sebesar Rp. 300.000/KPM untuk 3 bulan selanjutnya. 
Dengan melihat peraturan dan kebijakan diatas maka seluruh Pemerintah 
Desa di Kabupaten Lamongan harus mengalokasikan perubahan APBDes untuk 
pencegahan dan penanganan Covid-19 seperti halnya kegiatan diatas yang 
dimulai pada bulan April sampai bulan September, jika dana desa masih ada 
bisa dilanjutkan untuk bantuan 3 bulan berikutnya. Setelah melakukan 
penelitian di tiga desa yang terbanyak terkonfirmasi kasus Covid-19 dan tiga 
desa yang paling sedikit terkonfirmasi kasus Covid-19 yaitu Desa Made, 
Paciran, Tambakrigadung, Tanjung, Sumberaji dan Kawistolegi, semua desa 
tersebut sudah  melakukan perubahan APBDes dan mengalokasikan anggaran 
untuk kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 yaitu Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) dan segala bentuk kegiatan penaganan dan pencegahan Covid-19 
sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi ada 2 desa yakni Desa 
Tambakrigadung dan Desa Sumberaji belum melakukan salah satu bentuk 
kegiatan penaganan dan pencegahan Covid-19 yaitu Padat Karya Tunai Desa 
(PKTD) dikarenakan dana anggaran dialihkan kedalam Bantuan Langsung 
Tunai. Sebagai catatan untuk Desa Paciran terkait alokasi anggaran Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Paciran belum 
 



































mengalokasikan sebesar 35% dari besaran dana desa yang semestinya 
digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai. 
4.2  Analisis Implementasi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan Periode 
April - September 2020 Perspektif  Permendes Nomor 7 Tahun  2020  
A. Desa dengan Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Terbanyak 
1. Desa Made Kecamatan Lamongan 
Desa Made adalah desa yang terletak di jantung kota Lamongan. 
Desa Made pada tahun 2020 ini juga terpilih sebagai salah satu Desa 
Mandiri yang ada di Kabupaten Lamongan bersama 6 desa lain. Pada 
tahun 2020 ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya semua desa yang ada 
di Kabupaten Lamongan terdampak sebuah wabah Covid-19, dimana 
Desa Made adalah desa yang paling banyak ditemukannya kasus 
konfirmasi positif Covid-19 diantara desa yang ada di Kabupaten 
Lamongan dengan total kasus hingga 15 Desember 2020 sebanyak 35 
kasus. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat Desa 
Made yang mayoritas bekerja di luar kota Lamongan dan juga banyak 
dihuni perumahan yang mana banyak orang silih berganti keluar masuk 
Desa Made. Dengan adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Desa Made 
bergerak cepat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di 
Desa Made salah satunya dengan cara melakukan perubahan APBDes. 
Sebelum dilakukan perubahan APBDes Di Tahun 2020 Desa Made 
mendapatkan anggaran APBDes sebesar Rp. 1.332.869.500, setelah 
 



































perubahan dana desa pada bulan April menjadi Rp. 1.604.223.600. Dana 
Desa tersebut diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 antara lain :  
1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 
44.000.000, antara lain :  
a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru  
b. Pembentukan Satgas Covid-19 
c. Mendata penduduk yang rentan di setiap RT 
d. Penyemprotan disinfektan disetiap pintu keluar masuk desa dan 
setiap 1 minggu sekali dilaksanakan penyemprotan di rumah 
warga, jalan dan tempat fasilitas umum yang ada di desa Made. 
e. Pembagian masker ke masyarakat dantempat cuci tangan di area 
faslitas umum seperti Posyandu, Balai Desa dan Masjid. 
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Made di laksanakan dalam 
bentuk :   
1. Pembangunan jalan rabat beton RT 02 dan Makam Rp. 
140.000.000 
2. Pembangunan saluran air dan tutup got Rp. 32.507.000 
3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan  Rp. 
90.000.000 
Kegiatan PKTD Desa Made pada masa pandemi Covid-19 tetap 
mematuhi protokol kesehatan dan mengerahkan 75 masyarakat 
 



































dalam proses pembangunan dan menggelontorkan dana sebesar Rp. 
192.700.000.  
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Angaran dana Desa Made dalam Bantuan Langsung Tunai 
masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana dengan total Rp. 462.000.000. Proses 
pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa 
Paciran di bagi menjadi 3 Tahap yakni : 
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 
600.000/KPM dengan total 140 KPM 
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran Rp. 
300.000/KPM dengan total  140 KPM 
c. Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan 
besaran Rp. 300.000/KPM dengan total  140 KPM 
Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Made tetap 
melakukan protokol kesehatan. 
2.  Desa Paciran Kecamatan Paciran  
Desa Paciran adalah desa yang terletak di pesisir pantai utara 
Kabupaten Lamongan yang berbatasan langsung dengan laut jawa. Desa 
Paciran merupakan desa yang terkonfirmasi kasus Covid-19 terbanyak 
ke dua setelah Desa Made dengan total 26 kasus. Hal ini disebabkan 
karena Desa Paciran memiliki banyak tempat wisata yang 
pengunjungnnya silir berganti walaupun sudah diabatasi serta mobilitas 
 



































masyarakat yang tinggi. Guna menanggulangi penyebaran Covid-19 di 
Desa Paciran, Pemerintah Desa Paciran melakukan antisipasi salah 
satunya dengan cara merubah alokasi APBDes yang semula anggaran di 
tahun 2020 Rp. 1.469.631.300 berkurang menjadi Rp. 1.443.988.700. 
Perubahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanggulangan 
Covid-19 di Desa Paciran dengan melakukan kegiatan penanggulangan 
sebagai berikut : 
1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 
14.200.000, antara lain :  
a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru  
b. Pembentukan Satgas Covid-19  
c. Mendata penduduk yang rentan di setiap RT 
d. Penyemprotan disinfektan disetiap pintu masuk desa dan 
dirumah-rumah masyarakat serta fasilitas umum dan 
pembagian masker 
e. Membuat Pos jaga di pintu keluar masuk desa 
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Paciran di laksanakan dalam 
bentuk :   
a. Pembangunan sarana air bersih Rp.251.324.000 
b. Pembangunan normalisasi saluran air Rp. 81.000.000 
Kegiatan PKTD Desa Paciran pada masa pandemi Covid-19 
mengerahkan 50 masyarakat dalam proses pembangunan dan 
menggelontorkan dana sebesar Rp. 332.834.000 
 



































3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Angaran dana Desa Paciran dalam Bantuan Langsung Tunai 
masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana dengan total Rp. 264.600.000. Proses 
pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa 
Paciran di bagi menjadi 3 Tahap yakni : 
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 
600.000/KPM dengan total 126 KPM 
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran 
Rp. 300.000/KPM dengan total  21 KPM 
c. Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan 
besaran Rp. 300.000/KPM dengan total  21 KPM   
Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Paciran 
tetap melakukan protokol kesehatan. 
3. Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung 
Desa Tambakrigadung merupakan salah satu desa yang terletak di 
perbatasan antara Kota Lamongan dan Kecamatan Tikung. Desa 
Tambakrigadung memiliki lokasi yang sangat strategis karena akses 
ke Kota Lamongan hanya 5 menit dan desa ini juga banyak ditempati 
proyek perumahan yang sudah berpenghuni maupun yang masih 
proses pembangunan. Tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 di 
Desa Tambakrigadung membuat Pemerintah Desa bergerak cepat 
dalam menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 
 



































salah satunya dengan melakukan perubahan APBDes. Anggaran 
APBDes Desa Tambakrigadung tahun anggaran 2020 yang semula 
Rp. 1.566.706.700 berubah menjadi Rp. 1.407.930.700. Kegiatan 
yang kurang prioritas yang sudah dianggarkan sebelumnya dialihkan 
ke penanggulangan Covid-19. Bentuk penanggulangan Covid-19 yang 
dilakukan Pemerintah Desa Tambakrigadung antara lain : 
1.  Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 
35.000.000, antara lain :  
a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru  
b. Pembentukan Satgas Covid-19  
c. Mendata penduduk yang rentan di setiap RT 
d. Penyemprotan disinfektan disetiap rumah warga dan fasilitas 
umum. 
e. Memberlakukan buku tamu bagi masyarakat dari luar yang 
hendak masuk Desa Tambakrigadung dan berlaku di 
Perumahan Graha indah dan Tambora. 
f. Penyediaan tempat cuci tangan pada fasilitas umum dan 
pembagian masker serta vitamin.  
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Pemerintah Desa Tambakrigadung tidak melaksanakan 
kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikarenakan pada tahap satu 
sebelum ada perubahan APBDes sudah melakukan kegiatan 
PKDT kemudian setelah ada perubahan APBDes anggaran dana 
dilimpahkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). 
 



































3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Angaran dana Desa Tambakrigadung dalam Bantuan 
Langsung Tunai masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga 
Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan total Rp. 
378.000.000. Proses pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Desa Tambakrigadung di bagi menjadi 3 Tahap 
yakni : 
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 
600.000/KPM dengan total 105 KPM 
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran 
Rp. 300.000/KPM dengan total  105 KPM 
c. Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan 
besaran Rp. 300.000/KPM dengan total  105 KPM 
Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa 













































B. Desa dengan Jumlah Terkonfirmasi Covid-19 Tersedikit 
1. Desa Tanjung Kecamatan Lamongan 
Desa Tanjung merupakan salah satu desa dimana pada zaman dahulu 
desa ini sebagai tempat pelarian dan pengungsian bala tentara Kediri. 
Nama desa Tanjung sendiri asal-usulnya sangat unik yaitu diambilkan 
dari nama pohon. Desa Tanjung merupakan desa yang terletak di bagian 
utara Kecamatan Lamongan. Pada masa pandemi Covid-19 ini Desa 
Tanjung termasuk dalam kategori paling rendah untuk kasus konfirmasi 
positif Covid-19 yakni hanya 1 kasus. Sebelum Desa Tanjung ada 
masyarakatnya yang ditanyakan positif Covid-19, Pemerintah Desa 
Tanjung sudah mengantipasi dan mengikuti perintah dari pemerintah 
pusat terkait penyebaran virus yang begitu cepat meski di tingkat desa. 
Salah satu bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19 adalah dengan 
merubah anggaran APBDes. Anggaran APBDes Desa Tanjung Pada 
tahun 2020 yang semula Rp. 1.300.106.500 berubah menjadi Rp. 
1.600.128.300. Perubahan APBDes digunakan untuk memprioritaskan 
pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah Desa Tanjung dalam 
pencegahan dan penanganan Covid-19 melakukan kegiatan antara lain : 
1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 
66.000.000, antara lain :  
a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru  
b. Pembentukan Satgas Covid-19 
 



































c. Penyemprotan disinfektan disetiap rumah warga, poros jalan 
dan fasilitas umum. 
d. Membuat bilik sterilisasi di pintu keluar masuk desa. 
e. Penyediaan tempat cuci tangan pada fasilitas umum dan 
pembagian masker serta vitamin.  
f. Penyuluhan tentang pentingnya protokol kesehatan lewat 
mobil sehat setiap hari. 
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Kegiatan Padat Karya Tunai Desa Tanjung di laksanakan 
dalam bentuk rehabilitasi jalan usaha tani yang mengerahkan 30 
masyarakat dalam proses pembangunan dan menggelontorkan 
dana sebesar Rp. 46.593.000 
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Angaran dana Desa Tanjung dalam Bantuan Langsung Tunai 
masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana dengan total Rp. 345.600.000. Proses 
pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa 
Tanjung di bagi menjadi 3 Tahap yakni : 
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 
600.000/KPM dengan total 96 KPM 
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran 
Rp. 300.000/KPM dengan total  96 KPM 
 



































c. Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan 
besaran Rp. 300.000/KPM dengan total  96  KPM 
Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Tanjung 
tetap melakukan protokol kesehatan. 
2. Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi  
Desa Sumberaji merupakan salah satu desa yang berada di sebelah 
selatan Kecamatan Sukodadi. Desa Sumberaji terdiri dari 5 dusun yang 
lokasinya terpencar. Pada masa pandemi Covid-19 ini Desa Sumberaji 
termasuk dalam kategori paling rendah untuk kasus konfirmasi positif 
Covid-19 yakni hanya 1 kasus meskipun tediri dari banyak dusun. Salah 
satu bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dilakukan 
Pemerintah Desa Sumberaji adalah dengan merubah anggaran APBDes. 
Anggaran APBDes Desa Sumberaji Pada tahun 2020 yang semula Rp. 
1.442.797.300 berubah menjadi Rp. 1.411.494.500. Perubahan 
anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan dan pencegahan virus 
Covid-19 di Desa Sumberaji. Bentuk kegiatan penanganan dan 
pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberaji 
antara lain : 
1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 
75.000.000, antara lain :  
a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru  
b. Pembentukan Satgas Covid-19 
 



































c. Penyemprotan disinfektan disetiap rumah warga, dan fasilitas 
umum. 
d. Membuat 5 bilik sterilisasi di setiap pintu keluar masuk dusun.  
e. Penyediaan tempat cuci tangan pada fasilitas umum dan 
pembagian masker serta vitamin.  
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Pemerintah Desa Sumberaji tidak melaksanakan kegiatan Padat 
Karya Tunai Desa dikarenakan pada tahap satu sebelum perubahan 
APBDes sudah melakukan kegiatan PKDT. Kemudian setelah ada 
perubahan APBDes dana dilimpahkan ke Bantuan Langsung Tunai 
(BLT). 
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Angaran dana Desa Tanjung dalam Bantuan Langsung Tunai 
masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana dengan total Rp. 345.600.000 Proses 
pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa 
Sumberaji di bagi menjadi 3 Tahap yakni : 
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 
600.000/KPM dengan total 96 KPM 
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran Rp. 
300.000/KPM dengan total  96 KPM 
c. Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan 
besaran Rp. 300.000/KPM dengan total  96  KPM 
 



































Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Sumberaji 
tetap melakukan protokol kesehatan. 
3. Desa Kawistolegi Kecamatan Karangeneng 
Desa Kawistolegi merupakan desa yang terletak di sebelah barat 
Kecamatan Karanggeneng. Desa Kawistolegi ini langsung berbatasan 
dengan sungai Bengawansolo. Pada masa pandemi Covid-19 ini Desa 
Kawistolegi termasuk dalam kategori paling rendah untuk kasus 
konfirmasi positif Covid-19 yakni hanya 1 kasus. Salah satu bentuk 
pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Desa 
Kawistolegi adalah dengan merubah anggaran APBDes Tahun 2020. 
Anggaran APBDes Desa Sumberaji Pada tahun 2020 yang semula Rp. 
1.424.186.800 berubah menjadi Rp. 1.407.829.200. Perubahan 
anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan dan pencegahan virus 
Covid-19 di Desa Kawistolegi. Bentuk kegiatan penanganan dan 
pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Desa 
Kawistolegi antara lain : 
1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 
45.000.000, antara lain :  
a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru  
b. Pembentukan Satgas Covid-19  
c. Penyemprotan disinfektan disetiap rumah warga, dan fasilitas 
umum. 
d. Membuat  bilik sterilisasi di setiap pintu keluar masuk desa.  
 



































e. Penyediaan tempat cuci tangan pada fasilitas umum dan 
pembagian masker serta vitamin.  
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 
Pemerintah Desa Kawistolegi hanya melaksanakan kegiatan 
pembangunan irigasi dan pengerasan jalan dengan mengerahkan 25 
masyarakat dan menggelontorkan dana sebesar Rp. 44.493.000. 
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
Angaran dana Desa Kawistolegi dalam Bantuan Langsung Tunai 
masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana dengan total Rp. 345.600.000. Proses 
pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa 
Kawistolegi di bagi menjadi 3 Tahap yakni : 
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 
600.000/KPM dengan total 96 KPM 
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran Rp. 
300.000/KPM dengan total  96 KPM 
c. Tahap III bulan Oktober, November dan Desember dengan 
besaran Rp. 300.000/KPM dengan total  96  KPM 
Dalam proses peyaluran BLT-DD Pemerintah Desa Kawistolegi  
tetap melakukan protokol kesehatan. 









































Analisis Implementasi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan Periode April - September 
















Penanganan Covid-19 yang 
disebutkan pada huruf Q 
Nomor 2 tentang bencana 
non alam disebutkan agar 
desa membentuk : 
1. Relawan Desa Lawan 
Covid-19 yang diketuai 
oleh Kepala Desa  
2. Pencegahan dan 
Penanganan Covid-19 : 
a. Mendata penduduk 
rentan sakit, seperti 
orang tua, balita, serta 











Ke Enam desa yakni Desa 
Made, Paciran, 
Tambakrigadung, Tanjung, 
Sumberaji dan Kawistolegi 
sudah menerapkan bentuk 
penanggulangan Covid-19 di 
desa sesuai dengan peraturan 
dan kebijakan protokol 
kesehatan, dengan bentuk 
kegiatan sebagai berikut : 
1. Membentuk Desa 
Tangguh Semeru yang 
digiatkan oleh Polda 
Jatim serta membentuk 
Satgas relawan Covid-19 
yang diketuai oleh 
masing-masing Kepala 
Desa. 
2. Mendata penduduk yang 
rentan di setiap RT 
3. Membuat bilik sterilisasi 
di setiap fasilitas umum 
dan pintu keluar masuk 
desa. 
4. Penyemprotan disinfektan 
disetiap rumah warga, 
 









































penanganan Covid-19  
e. Mendirikan Pos Jaga 
Gerbang Desa  





g. Penyiapan ruang 
isolasi di Desa 
h. Membantu 
menyiapkan logistik 
kepada warga yang 
masuk ruang isolasi  
i. Menghubungi petugas 




langkah untuk tindak 
lanjut berikutnya 
terhadap warga yang 
masuk ruang isolasi.  
jalan poros desa, tempat 
ibadah dan fasilitas public 
lainnya serta pembagian 
masker. 
5. Menyediakan tempat cuci 
tangan di setiapa fasilitas 




2 Padat Karya 
Tunai Desa 
Dalam kegiatan PKTD 
disebutkan pada huruf A 
nomor 1 (satu) bahwa : 
Bentuk kegiatan Padat Karya 
Tunai Desa (PKTD) yang 
dilakukan oleh 4 desa sudah 
sesuai dengan peraturan. 
 



































Padat Karya Tunai Desa  
diprioritaskan bagi:  
1) Anggota keluarga miskin 
2) Penganggur 
3) Setengah penganggur  
Pada nomor 5 (lima) 
disebutkan contoh-contoh 
kegiatan pembangunan desa 
yang menyerap tenaga 
kerja/padat karya dalam 
jumlah besar :  
a. Rehabilitasi irigasi desa 
b. Rehabilitasi saluran 
pengering/drainase desa 
c. Pembersihan daerah 
aliran sungai 
d. Pembangunan jalan rabat 
beton  
e. Pembangunan tembok 
penahan tanah 
f. Pembangunan embung 
desa  
g. Penanaman hutan desa  
h. Penghijauan lereng 
pegunungan  
i. Pembasmian hama tikus.  
Bentuk kegiatannya sebagai 
berikut : 
1. Desa Made : 
a. Pembangunan jalan 
rabat beton 
b. Pembangunan jalan 
rabat pedel makam 
c. Pembangunan 
Tembok Penahan 
Tanah (TPT) jalan  
d. Pembangunan saluran 
air dan normalisasi 
saluran air 
2. Desa Paciran 
a. Pembangunan Taman 
Kuliner Paciran (TKP) 
lanjutan 
b. Pembangunan sarana 
air bersih  
c. Pembangunan 
normalisasi saluran air 
d. Pembangunan saluran 
air dan normalisasi 
saluran air 
3. Desa Tanjung 
a. Rehabilitasi jalan 
usaha tani 
b. Rehabilitasi  saluran 
irigasi pertanian 
menuju telaga 
4. Desa Kawistolegi 
a. Pembangunan irigasi 
b. Pengerasan jalan 
 





































Tambakrigadung dan Desa 
Sumberaji tidak melakukan 
kegiatan Padat Karya Tunai 
Desa dikarenakan sudah 
melakukan kegiatan PKDT 
pada awal tahun anggaran 
APBDes sebelum perubahan 
kemudian setelah perubahan 
APBDes, anggaran dana 
untuk PKDT dialihkan ke 






Penanganan Covid-19 yang 
disebutkan pada huruf Q 
Nomor 3 tentang bencana 
non alam. Pada huruf A 
disebutkan bahwa: Sasaran 
penerima Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) 
adalah keluarga miskin 
nonprogram keluarga 
harapan/bantuan pangan 
nontunai antara lain:  
1) Kehilangan mata 
pencaharian;  
2) Belum terdata (exclusion 
error)  
3)  Mempunyai anggota  
keluarga yang rentan 
sakit menahun/kronis.  
Program Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa oleh 6 
(Enam) desa sudah sesuai 
dengan peraturan dan 
kebijakan dengan proses 
realisasi awal menjadi dua 
tahap yaitu : 
1. Tahap I (April, Mei dan 
Juni) sebesar Rp. 
600.000/KPM 
2. Tahap II (Juli, Agustus 
dan September) sebesar 
Rp. 300.000/KPM 
 



































Pada huruf D, disebutkan 
untuk jangka waktu dan 
besaran pemberian BLT 
Dana Desa:  
1) Masa penyaluran BLT 
Dana Desa 6 (enam) 
bulan terhitung sejak 
April 2020 
2) Besaran BLT Dana Desa 
per bulan sebesar 
Rp600.000,00 (enam 
ratus ribu rupiah) per 
keluarga untuk 3 (tiga) 
bulan pertama (April, 
Mei, dan Juni) 
3) Besaran BLT Dana Desa 
per bulan sebesar 
Rp300.000,00 (tiga ratus 
ribu rupiah) per keluarga 
untuk 3 (tiga) bulan 
berikutnya (Juli, 
Agustus, dan September) 
4) BLT Dana Desa 
sebagaimana dimaksud 
pada poin 3 (tiga), dapat 
disalurkan sepanjang 
Dana Desa Tahun 










































5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai 
rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengalokasian APBDes yang dilakukan Pemerintah Desa yang ada di 
Kabupaten Lamongan sudah menerapkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 
tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dalam penanganan dan 
penanggulangan Covid-19 di desa melalui perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) yang dimulai pada bulan April sampai 
September.  
2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada 6 desa yakni desa 
yang paling banyak terkofirmasi positif Covid-19 antara lain Desa Made, 
Paciran, Tambakrigadung dan desa yang paling sedikit terkonfirmasi Covid-
19 antara lain Tanjung, Sumberaji dan Kawistolegi dengan Permendes 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. 
Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 semua desa sudah sesuai 
dengan peraturan dan memenuhi protokol kesehatan. Padat Karya Tunai 
Desa kurang sesuai dikarenakan terdapat 2 desa yang tidak melakukan 
kegiatan PKTD dikarenakan alokasi dana PKTD dialihkan ke Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-udangan. 
 
 



































Untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dan dinas terkait agar selalu 
mengawasi dengan ketat penggunaan dana desa pada masa pandemi ini. 
Untuk Pemerintah Desa Tambakrigadung dan Desa Sumberaji sebaiknya 
dana alokasi Padat Karya Tunai Desa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan fisik 
seperti rehabilitasi saluran irigasi, rehabilitasi jalan dan bersih desa agar 
masyarakat di masa pandemi ini tidak menggantungkan hanya bantuan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) saja, meskipun di masa pandemi agar tidak 
menyurutkan rasa gotong-royong. 
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam 
penelitian dan diharapkan bisa lebih baik dibandingkan penelitian sekarang. 
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